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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi
Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan ~ Nomor
0655/Pdt.G/2015/PA.YK”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan
peenlitian yang dijabarkan dalam tiga rumusan masalah yaitu : Bagaimana
Kedudukan Pemberian Orang Tua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan
Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Tentang Pembagian Harta Bersama, Apa Dasar
Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor
0655/Pdt.G/2015/PA. Yk, serta Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap
Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika
Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang
selanjutnya data-data tersebut diolah menggunakan teknik editing dan organizing.
Selanjutnya, data-data yang telah diolah tersebut dianalisis menggunakan teknik
analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu memberi gambaran secara
terstruktur terkait penetapan gugatan harta bersama beserta pertimbangan yang
digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk yang
membagi harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebanyak
1/3 untuk Penggugat atau istri dan 2/3 untuk Tergugat atau suami. Kemudian
pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu teori ‘Urf.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kesimpulan sebagai berikut : Pertama,
bahwa  kedudukan  pemberian  orangtua dalam  Putusan  nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk adalah sebagai harta bersama dikarenakan pemberiannya
dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan
pemberian tersebut bukan berupa hibah atau warisan. Kedua, bahwa dalam
Putusan nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, majelis hakim menetapkan tanah beserta
bangunan rumah diatasnya menjadi harta bersama bukan harta milik pribadi suami
mau pun istri dengan pertimbangan adat tradisi yang berlaku di jawa dan mengenai
pembagian harta bersama tersebut yaitu 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk
Tergugat hakim mempertimbangankan dengan tetap melihat seberapa besar
pemberian orangtua Penggugat. Pertimbangan hakim dalam menetapkan
pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan tradisi yang berlaki di
masyarakat jawa dapat dikatakan sebagai ‘Urf" karena telah memenuhi syarat-
syarat ditetapkannya ‘Urf’ Dan jika dikategorikan kedalam jenis-jenis ‘Urfmaka
tradisi terebut tergolong ‘Urf Sahih, ‘Urf Khas dan "Urf al-amali. Dikarenakan
tradisi tersebut dapat disebut sebagai ‘Urf maka pembagiannya pun juga sesuai
dengan syariat islam dan tetap mendatangkan kemaslahatan.

Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada pasangan suami istri
saat melakukan perkawinan juga membuat perjanjian perkawinan sebagai langkah
antisipasi ketika terjadi perceraian permasalahan harta bersama dapat diselesaikan
dengan lebih mudah.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari hubungan
dengan sesamanya. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia dengan
berbagai macam perbedaan dengan tujuan agar saling kenal mengenal. Hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

ln}/ 1o

ie 38T & 13had LLES G3kh 3 jw\j;f : @\&Lﬁ\uﬁj“

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.!

Hubungan antara sesama manusia bisa muncul salah satunya dari sebuah
perkawinan. Perkawinan merupakan jalan menuju sebuah perkenalan antara
individu dan individu lainnya.? Perkenalan tersebut akan menimbulkan
hubungan sosial yang lebih luas tidak hanya antar indvidu yang dalam hal ini
seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, melainkan antar kelompok

seperti bersatunya dua keluarga atau bahkan lebih.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dijelaskan terkait

definisi dari perkawinan. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan

! Departemen Agama RI, A/-Quran Dan Terjemah Special For Woman (Bandung: PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2009), 517.
2 Wawan Susetya, Merajut Cinta Benang Perkawinan (Penerbit Republika, 2008), 3.



perkawinan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan
untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya bernilai ibadah. Selain itu,
makna perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum
perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan yang berkaitan erat dengan persoalan hukum (perdata) dan

moral (agama)®.

Setiap perkawinan pasti memiliki tujuannya. Tujuan terrsebut
disimpulkan dalam Al-quran dan Hadis yaitu perkawinan dilakukan untuk
mencukupi tuntutan naluri hidup manusia, melakukan hubungan antara wanita
dan pria dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia sesuai ajaran Allah
dan Rasul-Nya.* Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan
terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan
perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Konsep
sakinah mawaddah warahmabh tersebut dijelaskan dalam firman Allah surat ar-
Rum ayat 21

B iRgg 5552 8y dass e e gl ST s 180l O gl g

v P

3 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan
(Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 20.

* Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan ltsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum
(Humanities Genius, 2020), 31.



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.>

Ketika menjalankan bahtera rumah tangga, tidak bisa di pungkiri pasti
terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul seperti kesalahpahaman
antar suami dan istri, suami atau pun istri tidak melaksanakan kewajiban dan
lain sebagainya. Jika permasalahan tersebut bisa terselesaikan maka pasangan
tersebut akan kembali harmonis. Sedangkan jika permasalahan tersebut tidak
bisa terselesaikan dan berakibat timbulnya pertengkaran secara terus menurus

maka perceraian pun terjadi.®

Perceraian dapat dilakukan ketika rumah tangga tersebut sudah tidak
bisa dipertahankan tentunya dengan alasan-alasan yang sudah diatur didalam
peraturan perundang-undangan. Sehingga perceraian menjadi jalan terakhir.’
Apabila perceraian benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan akan timbul
berbagai akibat hukum bagi taip individu yang ada dalam rumah tangga
tersebut seperti suami, istri, anak-anak. Tidak hanya berkaitan dengan akibat
hukum dalam hal hubungan suami istri dan anak saja, harta kekayaan selama

perkawinan pun menjadi salah satu akibat hukum yang sering menimbulkan

5> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah. .., 406.

® Arina Qodliyah Novita, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto” (Skripsi--, UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2017), 2.

7 Dahwadin M.H S. Sy dkk., Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Penerbit Mangku
Bumi, 2019), 83-84.



problematika.® Harta kekayaan dalam perkawinan diartikan sebagai harta yang
didapatkan secara sendiri-sendiri atau pun bersamasama antara suami dan istri
selama masa perkawinan masih dijalani yang bisa disebut dengan harta

bersama tanpa memperdulikan terdaftar atas nama suami atau pun istri.’

Pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat aturan tentang harta bersama
baik dalam Al-quran mau pun Hadis. Begitu juga dalam kitab fikih klasik yang
tidak membahas tentang harta bersama. Akan tetapi, pembahasan mengenai
harta bersama ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara para ulama.
Pendapat yang pertama menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan tidak ada
harta bersama antara suami istri. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan
bahwa Islam telah mengatur hal-hal kecil secara detail sehingga tidak mungkin
jika harta bersama tidak diatur dalam Islam terlebih lagi pembahasan mengenai

harta bersama masuk kedalam ruang lingkup hukum Islam.*

Di Indonesia, aturan terkait harta bersama terdapat dalam Pasal 35-37
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 37 Undang-
undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Bila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing”. Pasal tersebut belum menjelaskan secara rinci tentang harta
bersama. Hal tersebut dimungkinkan ketika proses pembuatan undang-undang

tersebut aturan terkait harta bersama masih sulit untuk dibahas, karena

8 Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” Perspektif, Vol. 19. No. 3 (September, 2014), 201.

° Dr Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Kencana, 2016), 120.

191 inda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama,” ASAS, Vol. 8. No. 1. (2016), 89.



beraneka ragamnya adat di Indonesia yang membahas tentang harta bersama.
Berdasarkan isi dari pasal 37 tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi
pedoman bagi masyarakat Islam yang membutuhkan penyelesaian masalah-
masalah seputar perkawinan salah satunya harta bersama. Jadi penjelasan

tentang harta bersama secara rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.*

Aturan tentang harta bersama terdapat dalam pasal 85-97 Kompilasi
Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut meliputi terdapat kemungkinan adanya
percampuran harta bersama dengan harta masing-masing milik suami atau pun
istri, tanggung jawab suami istri dalam menjaga harta, kedudukan harta
bersama jika terjadi cerai mati, harta bersama bagi suami yang berpoligami,
dan lain sebagainya.'? Yang menjadi titik poin dari permasalahan yang penulis
kaji adalah dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan terkait
porsi pembagian harta bersama yakni bagi masing-masing janda atau duda
cerai berhak mendapatkan 1/2 dari harta bersama selama tidak ada ketentuan

lain yang diatur pada perjanjian perkawinan.

Persoalan yang rumit sering terjadi pada pembagian harta bersama saat
proses perceraian, akibatnya banyak suami atau pun istri yang mengajukan
gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Pengadilan Agama
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta

bersama dikarenakan harta bersama termasuk kedalam ruang lingkup

' Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif
Hukum Islam),” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Vol. 15. No. 1 (Agustus, 2015), 70.

12 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Y ogyakarta: GAMA
MEDIA, 2017), 91.



perkawinan. Ketika menyelesaikan sebuah perkara harta bersama, hakim pasti
menggunakan aturan-aturan yang ada untuk dijadikan sebagai pertimbangan
hukum bagi perkara tersebut terutama dalam hal pembagian harta bersama
secara rata (suami dan istri masing-masing mendapatkan seperdua) yang
tercantum dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, faktanya
dalam penyelesaian perkara harta bersama hakim tidak serta merta membagi
harta bersama menjadi 2, tapi melihat seberapa besar kontibusi suami dan istri
tersebut. Sehingga Pengadilan Agama sering membuat Putusan harta bersama

yang tidak dibagi rata (masing-masing suami istri seperdua).

Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi salah satu Pengadilan Agama
yang membuat Putusan harta bersama tidak dibagi menjadi 2 yakni Putusan
Nomor 0655/PDT.G/2015/PA.YK. Putusan Nomor 0655/PDT.G/2015/PA.YK
bermula dari mantan istri yang mengajukan gugatan kepada mantan suaminya
terkait harta bersama untuk dibagi secara rata yaitu ' untuk Penggugat dan '%
untuk Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Ada pun
suami (Tergugat) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh mantan istrinya
tersebut. Dalam amar Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, hakim
memutuskan bahwa terdapat 2 bentuk harta bersama yakni Tanah dan Rumah
serta Usaha Counter Hp yang mana pembagian hartanya adalah tanah dan

rumah dibagi menjadi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat. Sedangkan



untuk usaha counter dibagi menjadi 2 yakni /2 untuk Penggugat dan 2 untuk

Tergugat.’

Majelis hakim memberikan bagian yang lebih banyak untuk Tergugat
pada harta bersama berupa rumah dan tanah dengan pertimbangan bahwa tanah
dan rumah ini adalah harta bersama yang asal muasalnya dari uang pemberian
kedua orangtua baik dari Penggugat atau pun Tergugat dengan nominal yang
berbeda. Orangtua dari Tergugat memberikan uang dengan nominal yang lebih
besar dibandingkan orangtua Penggugat. Majelis hakim menimbang bahwa
meski uang tersebut merupakan harta bersama akan tetapi pembagiannya
didasarkan pada keadilan seberapa besar jumlah uang yang diberikan kepada

Penggugat dan Tergugat.™

Jika dilihat maka hakim memutuskan perkara tersebut dengan
pertimbangan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh orangtua masing-
masing kepada Penggugat dan Tergugat. Padahal dalam Putusan tersebut
hakim menetapkan pemberian orangtua yang selanjutnya dipergunakan untuk
membangun rumah sebagai harta bersama sehingga sudah selayaknya dibagi
menjadi 2 sesuai dengan pasal 97 KHI. Akan tetapi justru sebaliknya hakim
memberikan porsi yang lebih banyak kepada Tergugat. Penetapan hakim atas

pemberian orangtua sebagia harta bersama didasarkan pada tradisi yang

13 Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk
14 Tbid.,



berlaku pada masyarakat jawa yang mana dalam islam juga dikenal dengan

istilah ‘Urf

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin mengkaji
pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk
yang didasarkan pada kontribusi orangtua dalam pemberian sejumlah uang
kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian
terkait Putusan tersebut dengan judul ‘“Analisis Hukum Islam Terhadap
Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa

Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk”

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas bisa
didapatkan identifikasi-identifikasi masalah yang muncul, diantaranya sebagai
berikut:

1. Ketentuan terkait harta bersama dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam

2. Besaran pembagian harta bersama dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
dan berdasarkan kontribusi orangtua Penggugat dan Tergugat

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

4. Kedudukan pemberian orangtua dalam masa perkawinan



5. Analisis Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan
kontribusi orangtua ketika masa perkawinan dalam Putusan Nomor:

0655/Pdt.G/2015/PA/Yk

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokuskan, maka
diperlukan adanya pembatasan masalah yang didasarkan pada identifikasi

masalah diatas. Batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Pemberian Orang Tua Ketika Masa Perkawinan Dalam
Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Tentang Pembagian Harta
Bersama

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Kontirbusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan
Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor:

0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

C. Rumusan Masalah
Setelah latar belakang masalah diuraikan, maka terdapat ditemukan
permasalahan yang akan di kaji penulis dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Kedudukan Pemberian Orang Tua Ketika Masa Perkawinan
Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Tentang Pembagian Harta

Bersama?



10

2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawina Dalam Putusan
Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk?

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Kontibusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan

Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sebuah skripsi, kajian pustaka menjadi hal yang sangat
diperlukan guna menunjukkan keorisinalitas dari sebuah skripsi tersebut.
Kajian Pustaka memuat deskripsi ringkas dari beberapa kajian-
kajian/penelitian baik berupa skripsi atau pun jurnal yang sudah dipublikasikan
oleh peneliti. Untuk membuktikan bahwa penelitian yang diangkat oleh
penulis ini bukanlah merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi yang telah
ada maka kajian pustaka penting dimuat dalam sebuah skripsi. Terutama
terkait dengan Putusan pembagian harta bersama yang tentunya sudah banyak
penulis yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan
beberapa skripsi yang membahas terkait Putusan pembagian harta bersama
serta persamaan dan perbedaanya dengan Putusan yang penulis kaji.

Skripsi oleh Khoirotin Nisa’ C01209093 UIN Sunan Ampel Surabaya
pada tahun 2013. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs Tentang Pembagian Harta Bersama Di

Pengadilan Agama Gresik. Skripsi ini membahas Putusan Nomor:



11

0923/Pdt.G/2009/PA.Gs tentang harta bersama yang mana hakim dalam
membagi harta bersama tersebut didasarkan pada kontribusi suami istri yakni
dalam Putusan ini si istri melunasi cicilan rumah selama 72 bulan dengan biaya
Rp. 600.000/bulan hingga lunas. Oleh karena itu dalam pembagiannya si istri
mendapatkan harta lebih banyak yaitu 81,58% dibandingkan suaminya yang
mendapatkan bagian sebanyak 18,41%. Ada pun untuk persamaan skripsi yang
akan penulis kaji dengan skripsi ini ialah Putusan yang dibahas berupa sengketa
harta bersama yangmana pembagiannya tidak sesuai dengan pasal 97 KHI
yakni dibagi seperdua antar suami dan istri. Untuk perbedaan terletak pada
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs adalah
istri berkontribusi lebih banyak salah satunya dalam hal pelunasan cicilan
rumah sedangkan dalam Putusan yang penulis kaji hakim mempertimbangkan
berdasarkan kontribusi orang tua ketika masa perkawinan.*

Skripsi oleh Sefrianes M Dumbela 1110044100020 UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Skripsi berjudul “Penyelesaian Harta
Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta Perkara No; 126/Pdt.G/2013/PT A.JK). Skripsi ini menganalisis
terkait Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No;
126/Pdt.G/2013/PTA.JK yang pembagian harta bersamanya lebih banyak
kepada istri. Putusan ini bermula dari pengajuan banding istri atas Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1213/Pdt.G/2013/PA.JB yang

15 Khoirotin Nisa’, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/Pa.Gs.
Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gresik” (Skripsi--, UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2013).
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menentukan pembagian harta bersama sebanyak masing-masing seperdua
untuk Penggugat dan Tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri
lebih berkontibusi terutama dalam hal hasil jerih payah perolehan harta
bersama sedangkan si suami hanya mengurus anak. Sehingga hakim
menetapkan 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri. Ada pun persamaan skripsi
diatas dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah Putusan yang digunakan
obyek penilitian membahas tentang harta bersama. Untuk perbedaanya
terletak pada status Putusan, skripsi yang akan dibahas oleh penulis merupakan
Putusan dari peradilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Yogyakarta
sedangkan skripsi diatas merupakan Putusan dari peradilan tingkat banding
yakni Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.®

Arina Qodliyah Novita C01213022 UIN Sunan Ampel Surabaya pada
tahun 2017. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.
0042/Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan
Agama Mojokerto”. Dalam Putusan tersebut hakim mempertimbangkan
pembagian harta bersama yang tidak rata dengan didasarkan pada tidak adanya
tanggung jawab suami dalam menanggung biaya hidup kedua anaknya dari saat
perceraian hingga adanya gugatan harta bersama. Sehingga suami
mendapatkan harta lebih sedikit dibandingkan dengan istri yakni 1/3 untuk
suami dan 2/3 untuk istri. Dasar yuridis yang digunakan oleh hakim ialah Pasal

35 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dan pada

16 Sefrianes M. Dumbela, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK),” (Skripsi--, UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
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dasarnya sesuai dengan pasal 41 dan 45 UU No 1 Tahun 1974 serta pasal
149,156 KHI suami harus menanggung biayah hidup anak-anaknya hingga 21
tahun. Ada pun untuk persamaan skripsi yang akan penulis kaji dengan skripsi
diatas ialah kedua Putusan ini membahas tentang pembagian harta bersama
yang tidak dibagi 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk perbedaanya terletak dalam analisis yang digunakan, dalam skripsi yang
akan penulis bahas analisis yang digunakan adalah hukum Islam sedangkan
skripsi diatas menggunakan analisis yuridis.’

Angga Budi Saputro 12.21.2.1.008 TAIN Surakarta pada tahun 2017.
Skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama
(Gono-Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta
Tahun 2015). Skripsi ini membahas tentang kasus harta bersama selama 1
tahun yakni tahun 2015. Dalam skripsi tersebut dibahas 2 Putusan terkait harta
bersama yakni No ; 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan 0013/Pdt.G/2015/Pa.Ska
yang mana keduanya dibagi menjadi dua. Hasil dari skripsi diatas adalah hakim
menjadikan pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 97 KHI sebagai
pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Selain peraturan perundangan-
undangan, analisis fikih juga digunakan dalam skripsi diatas. Ada pun
persamaan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah Putusan yang dibahas
merupakan sengekta harta bersama. Untuk perbedaanya terletak pada Putusan

hakim dalam menentukan bagian harta bersama yakni skripsi yang penulis kaji

17 Arina Qodliyah Novita, “Analisis Yuridis Terhadap,....
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pembagiannya tidak rata sedangkan untuk Putusan skripsi diatas
pembagiannya dibagi sama rata serta terdapat 2 bentuk Putusan.'®

Arina Adalatal Hukmi C91214123 UIN Sunan Ampel Surabaya pada
tahun 2018. Skripsi dengan judul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap
Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA KAB. MLG Tentang Pembagian Harta
Bersama Di PA. Kabupaten Malang. Skripsi ini membahat terkait
pertimbangan hakim dalam menentuka bagian harta bersama dalam kasus
Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA KAB. MLG yang selanjutnya dilakukan analisis
dari segi Maslahah Mursalah. Hasil dari penelitian tersebut ialah pembagian
harta bersama yang tidak sama rata antara suami istri dikarenakan si istri telah
menguasai/memonopoli harta bersama berupa rumah dan laba usaha selama 2
tahun. Akibatnya si istri hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama tersebut
sedangkan si suami mendapatkan 2/3. Putusan tersebut telah sesuai dengan
kaidah Maslahah Mursalah dikarenakan adanya sebuah hukum adalah untuk
menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Ada pun
persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah besaran yang
diperoleh oleh masing-masing pihak yang mana suami mendapatkan harta
bersama lebih banyak. Untuk perbedaanya terletak pada pertimbangan yang
digunakan oleh hakim. Jika skripsi diatas, hakim mempertimbakannya

dikarenakan istri telah memonopoli harta sedangkan pada Putusan yang

¥ Budi Saputro Angga dan Fuadi Rial, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta
Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun
2015)” (Skripsi--, IAIN Surakarta, 2017).
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digunakan penulis, hakim mempertimbangkan berdasarkan kontribusi dari
masing-masing orangtua.*

Berdasarkan deskripsi ringkas dari beberapa skripsi diatas yang
didalamnya juga terdapat persamaan serta perbedaan, penelitian yang akan
dilaksanakan oleh penulis ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Ada
pun penelitian yang akan penulis kaji terkait dengan ‘““Analisis Hukum Islam
Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orang Tua

Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.YK”

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Kedudukan Pemberian Orang Tua Ketika Masa Perkawinan
Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Tentang Pembagian
Harta Bersama

2. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta
Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan
dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

3. Memahami Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan dalam Putusan

Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

Y Arina Adalatal Hukmi, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor:
6091/Pdt.g/2013/Pa.Kab.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama Di PA. Kabupaten Malang”
(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan bisa berguna dan bermanfaat dalam segi

teoritis mau pun praktis, adapaun kegunaan tersebut meliputi:

1.

Keguanaan Teoritis : dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa
memberikan manfaat berupa tambahan wawasan ilmu terkait dengan
pembahasan seputar harta bersama dan pembagiannya.

Kegunaan Praktis : dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan sumbangsih pemikiran dan pertimbangan bagi yang ingin
meneliti dan menganalisis tentang permasalahan harta bersama serta
tambahan pengetahuan antara teori dan praktik dalam lingkungan

Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis harus mendefiniskan

permasalahan yang ada agar tidak timbul kesalahpahaman dan kerancuan

dalam penafsiran istilah yang digunakan. Oleh karena itu, di bawah ini penulis

akan mendefiniskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian:

1.

Hukum Islam : Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan hukum Islam
adalah ketentuan-ketentuan dasar hukum terkait harta bersama yang
diambil dari al-Quran, Hadis, terutama Kompilasi Hukum Islam serta ‘Urf
Harta Bersama : Harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau

bersama suami istri selama masa perkawinan tanpa mempermasalahkan
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terdaftar atas nama siapa pun. Dalam skripsi ini harta bersama yang
dimaksud yakni tanah beserta bangunan rumah diatasnya.

3. Kontribusi Orang Tua : Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan kontribusi
orang tau adalah pemberian sejumlah uang dari orangtua masing-masing
kepada suami dan istri dalam masa perkawinan.

4. Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk : Putusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyelesaiakn perkara pembagian
harta bersama antar mantan suami dan mantan istri yang mana dalam
Putusannya mantan suami (Tergugat) mendapatkan bagian lebih besar
dengan pertimbangan bahwa orangtua Tergugat yang lebih banyak
berkontirbusi dalam pemberian sejumlah uvang untuk keperluan

membangun rumabh.

H. Metode Penelitian
Dalam melakukan sebuah penelitian, metode menjadi bagian yang
sangat penting karena secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana
dalam suatu penelitian. Sebagai seorang peniliti penting untuk mengetahui
metode-metode apa saja yang akan digunakan untuk bisa mewujudkan rencana
penelitiannya.?® Oleh karena itu, dibawah ini penulis menjelaskan metode
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Data yang dikumpulkan

20 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (CV. Social Politic
Genius (SIGn), 2017), 7-8.
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Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tentang Putusan
pembagian harta bersama Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk dan hukum Islam yang dalam hal ini adalah al-
Quran, Hadis, Pendapat Ulama, Kaidah fikih dan Kompilasi Hukum Islam
serta peraturan perundang-undangan.

Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang diambil mencakup 2 sumber
antara lain:
a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan sumber pokok dan sangat
penting yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang
berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah Putusan Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk.
a. Sumber data sekunder
Sumber sekunder mrupakan sumber yang berasal dari bahan-
bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan
jurnal-jurnal yang semuanya berkaitan dengan permasalahan yang
penulis teliti. Ada pun sumber sekunder tersebut antara lain:
1) Kompilasi Hukum Islam
2) Buku “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, karya Dr. Mardani
3) Buku “Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan

Teori”, karya Syukri Albani Nasution
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4) Buku “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian”, karya
Happy Susanto

5) Buku “Hukum Perkawinan di Indonesia”, karya Moh. Ali Wafa

6) Buku “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”,
karya Nurul Qamar dkk

7) Jurnal “Konsepsi Harta Bersama Perpektif Hukum Islam, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”, karya Besse
Sugiswati.

8) Dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah teknik dokumentasi, yakni dengan cara mempelajari berkas
perkara dan mengambil data yang didapatkan melalui dokumen atau data
tertulis tersebut. Dokumen yang dimaksud ialah Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah melakukan proses pengumpulan data, maka data yang sudah
didapatkan tersebut diolah dengan memnggunakan beberapa teknik,
diantaranya:
a. Editing, yaitu menyeleksi data-data yang telah diperoleh berdasarkan
kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan permasalahan

yang diambil serta layak atau tidaknya menjadi bahan untuk proses
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selanjutnya. Dalam hal ini, penulis melakukan editing terhadap hasil
dari data-data yang telah diperoleh dari berbagai referensi yang
berkaitan dengan harta bersama terutama dalam pandangan hukum
Islam.

b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang telah diedit tersebut
hingga menghasilkan bahan untuk pembuatan laporan skripsi yang
menarik.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data
berupa metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yakni
memberi gambaran secara terstruktur terkait penetapan gugatan harta
bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA. Yk, selanjutnya menjelaskan teori-teori yang
berkaitan dengan harta bersama. Kemudian teori-teori tersebut diterapkan
secara khusus terhadap data yang diperoleh dari Putusan Nomor;
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk yang menetapkan bagian mantan suami lebih
besar dikarenakan kontribusi orangtuanya ketika masa perkawinan dalam

pemberian uang untuk membangun rumah.

I. Sistematika Pembahasan
Dibawah ini penulis akan mendeskripsikan sistematika yang digunakan

dalam skripsi ini guna memberikan gambaran yang jelas, terarah dan saling
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berhubungan antar satu bab dengan bab lainnya. ada pun sistematika tersebut
sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang akan menguraikan
tentang Konsep Harta Bersama, Harta Bersama dalam Hukum Islam, Harta
Bersama dalam Hukum Adat dan ‘Urf

Bab  Ketiga, yakni tentang isi dari = Putusan Nomor:
0655/Pdt/G/2015/PA.Yk yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara,
dasar  hukum, pertimbangan hukum dalam  Putusan = Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk serta amar Putusan dalam Putusan Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Bab Keempat, berisi tentang Kedudukan Pemberian Orangtua Ketika
Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, Analisis
Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Kontribusi Orangtua Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.YK,
Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Kontribusi Orangtua Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat
penulis ambil dari keseluruhan isi penelitian ini, dan diakhiri dengan saran yang

penulis berikan.



BABII

TEORI HARTA BERSAMA DAN ‘URF

A. Konsep Harta Bersama

1.

Pengertian Harta Bersama

Dalam kamus istilah hukum populer dijelaskan bahwa harta bersama
merupakan harta benda yang didapatkan selama perkawinan baik benda
yang berwujud mau pun tidak berwujud yang dapat dipergunakan oleh
suami atau pun istri untuk keperluan apa saja dan berapa pun banyaknya
dengan syarat mendapatkan persetujuan dari masing-masing suami dan
istri.! Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang didapatkan ketika
masa perkawinan, tanpa memperhatikan siapa yang mencarinya dan
terdaftar atas nama siapa baik suami atau pun istri.?

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan secara bersama
oleh pasangan suami istri yang mana tidak membedakan asal usul yang
menghasilkannya. Artinya, siapapun yang meghasilkan harta terseut dan
terdaftar atas nama siapapun akan tetap dianggap menjadi harta bersama
asalkan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah

dan warisan).?

! Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer
(Jakarta: Prenada Media, 2016), 175.

2 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum
Materil (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 224.

* Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (VisiMedia, t.t.), 13.
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2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui

undang-undang dan peraturan berikut:*

a.

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama
ialah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya,
harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak
disebut sebagai harta bersama.

Pasal 119 KUHPer, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya
perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh
antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-
ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama
perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan
suatu persetujuan antara suami istri.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa adanya harta
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masin suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan
adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI
mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. Akan tetapi
meskipun sudah bersatu tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah
harta yang menjadi milik masing-masing pasangan, baik suami maupun

istri.

* Ibid., 8-9
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d. Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pada
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri
karena perkawinan.

3. Klasifikasi Harta Bersama
Penentuan tentang objek harta bersama tidak sesederhana yang
tertuang dalam aturan harta bersama di UU No 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam yang hanya terbatas pada perolehan harta ketika

masa perkawinan. Terdapat beberapa klasifikasi harta yang dapat

digolongkan menjadi harta bersama yaitu :

a. Harta yang dibeli ketika masa perkawinan, maka harta tersebut secara
otomatis menjadi harta bersama tanpa melihat terdaftar atas nama
suami atau pun istri.

b. Harta yang dibeli dan dibangun setelah terjadi perceraian yang dibiayai
dari harta bersama. Misal, setelah bercerai membangun sebuah rumah
yang biaya pembangunannya berasal dari hasil usaha bersama selama
perkawinan maka disebut sebagai harta bersama.

c. Harta yang didapatkan selama perkawinan dengan syarat harus ada
buktinya.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Yang dimaksud dengan
penghasilan harta bawaan adalah hasil yang tumbuh dari harta pribadi
menjadi harta bersama sekali pun barang pokok dari harta pribadi

tersebut tetap menjadi harta pribadi.
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e. Segala penghasilan pribadi suami istri. Artinya, jika dalam penghasilan
pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya

terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.’

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan istilah percampuran harta kekayaan
antara suami dan istri karena telah terjadinya pernikahan. Harta kekayaan yang
dimiliki oleh suami atau pun istri tetap menjadi milik masing-masing dan dapat
dikuasai secara penuh. Sehingga pembahasan tentang harta bersama ini pun
tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal tersebut dikarenakan
persoalan seputar harta bersama masih menjadi hal yang tabu untuk dibahas
oleh para ulama fikih lampau.®

Akan tetapi, seiring berjalannnya waktu para pakar hukum Islam
memberikan pendapat terkait harta bersama. Pendapat pertama dikemukakan
oleh Hazairin, Anwar Harjono, dam Andoerraoef yang menjelaskan bahwa
tidak terdapat aturan tentang harta bersama dalam Islam terutama Al-quran
dan untuk pengaturan terkait harta kekayaannya diserahkan sepenuhnya
kepada suami istri. Pendapat kedua dikemukakan oleh T. Jafizham yang
mengatakan bahwa tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta
bersama padahal dalam Islam hal-hal kecil saja dijelaskan dengan rinci. Jika

tidak ada dalam Al-Quran maka ketentuan tentang harta bersama bisa ada

> Dr H. M. Syukri Albani Nasution M. A, Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat
dan Teori Neo-Receptie in Complexu (Jakarta: Prenada Media, 2020), 119-20.
¢ Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama..., 204.
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dalam hadis dan hadis juga menjadi sumber hukum dalam Islam.” Kedua
pendapat tersebut memiliki arugumetasinya masing-masing:
1. Pendapat yang menyatakan terdapat harta bersama antara suami dan istri
Dalam pendapat ini harta bersama ada karena ketika sekali seorang
wanita dan laki-laki terikat sebuah pernikahan menjadi suami dan istri
maka semua hal menjadi bersatu baik keturunan atau pun harta kekayaan.
Sehingga harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah karena ketika
perkawinan sudah terlaksana sesuai syarat dan rukunnya maka secara
otomatis sudah dianggap ada syirkah antara suami dan istri. Mereka
menyatakan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh
suami dan istri karena usahanya baik sama-sama bekerja atau hanya suami
yang bekerja dan istri mengurus keperluan rumah tangga dan anak.?
Untuk mendukung argumentasi tersebut, terdapat beberapa ayat
yang digunakan yakni:
Surat An-Nisa’ ayat 19
oy el £aats g S Re T T of S0 44 Y et ol G
L BAAIRS B0 Onaally Fayaes At aia G 5 oY) AETIG
RS b T ey 3 A U
Wabhai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakkan

perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut
cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka

7 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia..., 224.
8 Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian..,”92.
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bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Alla menjadikan kebaikan yang banyak padanya.®

Surat An-Nisa’ ayat 21
(A Zl.w Z fa'/./;/ Lo 1 a}}. o |/'?2 °sL_ A7 }'/!:C -0
Uaole (R oSG 03Ty s ) aSais (sl 435 4556 iS5
Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu
telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-

istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan)
dari kamu.*

Pendapat diatas merupakan pendapat yang paling mutakhir yang
mana mengakui bahwa syirkah antara suami dan istri terjadi karena
pernikahan. Syirkah yang dimaksud adalah syirkah abdan yang
memberikan sumbangsih kepada pakar hukum Islam ketika merumuskan
persoalan harta bersama didalam KHI. Sehingga aturan terkait harta
bersama telah diatur secara rinci dan diakui dalam hukum Islam®.

2. Pendapat yang menyatakan hukum Islam tidak mengenal harta bersama

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa sesungguhnya dalam Islam
tidak dikenal percampuran harta ketika masa perkawinan. Karena pada
dasarnya baik Al-quran, hadis atau pun kajian fikih tidak ada yang
menyatakan persoalan percampuran harta ketika masa perkawinan secara
jelas. Dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 32 dijelaskan bahwa semua harta
yang diusahakan laki-laki atau pun wanita adalah bagian mereka masing-

masing.*?

® Departemen Agama R, Al-Quran Dan Terjemah..., 80.

19 1bid., 81.

! Linda Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta..., 93.

12 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan..., 92.
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Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan

Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi

laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu.™

Dengan tidak adanya percampuran harta ketika masa perkawinan,
maka secara hukum baik suami atau istri masing-masing berhak dan cakap
untuk menguasai dan megurus harta kekayaannya sendiri secara penuh
tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau istrinya.**

Meski pun Islam tidak mengakui percampuran harta bersama
melainkan mengakui adanya harta pribadi. Akan tetapi, Islam memberikan
ruang pada harta bersama dengan konsep syirkah atau kerjasama antara
suami dan istri dalam memperoleh harta selama masa perkawinan.*®

Berdasarkan kajian para ulama pembahasan tentang harta bersama
dapat digiyaskan sebagai syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama masa
perkawinan harus dibagi secara proposional jika terjadi perceraian. Harta
bersama bisa digiyaskan dengan syirkah karena pada dasarnya istri juga
berperan dalam pengurusan rumah tangga seperti mencuci baju, memasak,
mengasuh anak, dan hal-hal lain yang dilakukan yang mana peran tersebut

bisa diartikan sebagai sebuah pekerjaan meski bukan dalam artian

pekerjaan yang sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh suami. Oleh

13 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah. .., 83.
!4 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam.., 93.
15 Nabiela Naily dkk., Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2019), 259.
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karena itu, istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang
bekerja.'®
Secara garis besar dalam Islam syirkah dibagi menjadi 2 :

a. Syirkah amlak : bentuk kepemilikan orang banyak terhadap suatu
benda tanpa adanya akad, baik berbentuk usaha atau pun secara
langsung. Menurut ulama hanafiyah dapat didefinisikan sebagai
ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu harta benda
tanpa adanya akad.

b. Syirkah ugud

Syirkah ini dibagi menjadi 4 yakni : syirkah inan, syirkah
muwatadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dari keempat syirkah
tersebut yang memiliki korelasi dengan persoalan harta bersama adalah
syirkah muwafadah dan syirkah abdan. Ada pun pengertian dari syirkah
muwafadah ialah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih untuk
berserikat dalam hal pekerjaan saja. Sedangkan syirkah abdan ialah
kesepakatan dua orang untuk saling menerima pekerjaan dari
bermacam-macam pekerjaan, agar upah dari pekerjaan tersebut adalah
menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan.’

Berdasarkan penjabaran dari berbagai bentuk syirkah diatas maka
sangat masuk akal jika persoalan harta bersama ini digiyaskan dengan

syirkah karena sama-sama mengandung suatu bentuk perkongsian atau

16 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini..., 59.
17 Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” Jjtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat
Islam, Vol. 8. No. 2 (Agustus, 2015), 88—89.
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kerja sama antara suami dan istri. Hanya saya perbedaanya terletak pada
bentuk kerja samanya yakni jika syirkah pada umumnya lebih bersifat kerja
sama dalam kegiatan usaha sedangkan syirkah dalam persoalan harta
bersama sifatnya adalah kerja sama dalam membangun sebuah keluarga
sesuai dengan tujuan dari perkawinan dan meliputi hal-hal seputar harta
dalam perkawinan. 8

Pengqgiyasan antara harta bersama dengan syirkah juga dapat
dipahami bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan
istri dapat dijadikan sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha
bersama antara suami dan istri. Sehigga ketika terjadi perceraian, maka
persatuan harta kekayaan tersebut harus dibagi dua. Pembagiannya bisa
secara merata yang berarti masing-masing pihak mendapatkan seperdua
atau ditentukan berdasarkan pihak mana yang lebih berinvestasi atau
berperan dalam kerja sama tersebut, suami ataukah istri.*®

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama terkait adanya harta
bersama dalam sebuah perkawinan, saat ini Islam telah mengatur secar
rinci terkait persoalan harta bersama, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam
tepatnya pasal 85-97. Para pakar hukum Islam di Indonesia menggunakan
syirkah abdan sebagai landasan dalam merumuskan pasal-pasal Kompilasi

Hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan harta bersama.?

18 Abd. Rasyid As’ad, “Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Pengadilan Agama,
Oktober 2010, 5.

Y Ibid.,

20 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2006), 111.
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Pembahasan pertama terkait dengan persoalan harta bersama ada
dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam pasal tersebut
dijelaskan bahwa pada dasarnya meski pun ada harta bersama dalam
perkawinan tidak menutup kemungkinan juga terdapat harta milik masing-
masing suami dan istri.** Selanjutnya dalam pasal 86 dijelaskan bahwa
tidak ada proses percampuran harta dalam perkawinan sehingga harta istri
tetap menjadi miliknya begitu juga dengan harta suami, keduanya bisa
menguasai secara penuh hartanya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal
87 diatur mengenai harta bawaan suami atau pun istri dan harta yang
didapatkan oleh masing-masing berupa hadiah dan warisan tetap berada
dalam penguasaan masing-masing selama tidak ada perjanjian perkawinan.
Suami atau pun istri juga berhak melakukan perbuatan hukum atasa harta
masing-masing baik berupa hadiah, hibah, atau pun shadagah dan lain
sebagainya.?

Dalam pasal 91 ayat (1) s/d ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harta
bersama dalam perkawinan dapat berupa :*

1. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak, dan surat-surat berharga.

2. Harta bersama yang tidak berwujud meliputi hak mau pun kewajiban.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), 349.

2 Ibid.,

3 Ibid., 350
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Terkait dengan pertanggungjawaban dari harta bersama berada pada
suami dan istri. Keduanya harus menjaga harta bersama tersebut dan tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan tanpa persetujuan suami atau
pun istri (Pasal 89, 90, dan 92 Kompilasi Hukum Islam). Selain itu harta
bersama boleh digunakan sebagai jaminan dengan syarat mendapatkan
persetujuan pihak lainnya (Pasal 91 ayat (4)).?* Kemudian dalam Pasal 93
Kompilasi Hukum Islam dijabarkan bagaimana ketika terdapat hutang.
Pertanggungjawaban hutang dibebankan kepada suami atau istri yang
melakukan hutang. Akan tetapi, jika hutang tersebut dipergunakan untuk
keperluan keluarga, maka pertanggungjawabannya berada pada harta
bersama. Ketika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang,
maka suami turut bertanggungjawab dengan harta pribadinya. Begitu juga

dengan istri, jika harta pribadi suami tidak mencukupi.?

Penjelasan KHI yang membahas mengenai harta bersama bagi suami
yang berpoligami terdapat dalam pasal 94. Dalam pasal tersebut dijelaskan
bahwa jika suami berpoligami maka harta bersama dari setiap perkawinan
tersebut terpisah dan berdiri sendiri serta penetapan harta bersamanya
dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan yang kedua hingga
keempat.?® Untuk besaran pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96
dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 96 dijelaskan bahwa

ketika terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama menjadi hak dari

4 Ibid.,

25 1bid., 351

26 bid.,
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suami atau istri yang hidup lebih lama. Sedangkan dalam pasal 97
dijelaskan bahwa baik janda atau pun duda yang cerai talak/gugat masing-
masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama dengan syarat

tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.?’

Ketika terjadi sebuah perselisihan mengenai pembagian harta
bersama maka berdasarkan pasal 88 KHI penyelesainnya bisa dilakukan di
Pengadilan Agama, khusus untuk warga Indonesia yang beragama Islam.
Selama proses penyelesaian di Pengadilan Agama berjalan, maka terdapat
perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut.”® Sesuai dengan
pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika salah satu pihak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta
bersama, Pengadilan Agama bisa meletakkan sita jaminan atas harta

bersama.?®

C. Harta Bersama dalam Hukum Adat

Perkawinan di samping menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami
dan isteri, juga mengakibatkan adanya harta bersama dalam sebagian besar
masyarakat Indonesia. Kedudukan harta perkawinan di dalam hukum adat

dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu susunan masyarakat adatnya, bentuk

27 1bid., 351-352
28 1bid., 350
9 bid., 351
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perkawinan yang berlaku, dan jenis hartanya.’® Harta kekayaan dari suami
isteri dalam sebuah keluarga dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu
pertama harta kekayaan suami atau isteri yang merupakan warisan atau hibah
dari para kerabat. Kedua, harta kekayaan yang berasal dari usaha suami
ataupun isteri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung.
Ketiga, harta kekayaan yang berasal dari hadiah pada waktu perkawinan.

Keempat, harta kekayaan sebagai usaha bersama antara suami isteri.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan ini, Ter Haar menyatakan
bahwa pada umumnya pengaturan tentang barang asal tetap terikat pada
keluarga asal, sedangkan tentang harta kekayaan sebagai usaha bersama antara
suami isteri adalah merupakan harta bersama yang pada waktu terjadi
perceraian akan menimbulkan hak dari suami dan isteri atas harta tersebut
(masing-masing sebagian). Tidak adanya harta bersama merupakan suatu
pengecualian, misalnya pada masyarakat adat patrilinial dengan bentuk
perkawinan jujur, di mana isteri kedudukannya tunduk kepada hukum
kekerabatan suami maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh
suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh isteri sebagai
ibu keluarga/rumah tangga. Jadi semua harta seperti harta pencarian (harta
bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta
peninggalan), penguasaannya (hak pengaturannya) untuk kehidupan keluarga/

rumah tangga dipegang oleh suami yang dibantu oleh isteri sebagai

30 Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam..., 71
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pendampingnya. Setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kediaman suami
dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya (karena
perceraian), ia akan hidup selamanya di tempat kedudukan suaminya sampai
akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat
kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat, dan dia tidak berhak
menuntut bagian dari harta bersama, ataupun terhadap harta bawaannya,
ataupun membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya. Akan tetapi

pada masyarakat patrilinial di Bali, dikenal adanya harta bersama (gunakaya).

Sedangkan pada masyarakat adat yang susunannya matrilinial dan
bentuk perkawinannya adalah semanda (tanpa membayar jujur) maka terdapat
pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Kekuasaan terhadap harta
pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh mamak kepala waris sedangkan
isteri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak “ganggam bauntuik” (hak
mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap sebidang tanah; hak
mendiami terhadap rumah gadang). Tetapi terhadap harta pencarian (harta
suarang), suami isteri secara bersama menguasainya; sedangkan terhadap harta

bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing.3!

Pada masyarakat adat yang susunannya parental, di mana kedudukan
suami isteri sejajar, maka harta bersama (Jawa: gono gini, Sunda: guna kaya,
Aceh: areuta sihareukat) dikuasai bersama untuk kepentingan bersama,

sedangkan harta bawaan dikuasai oleh masing-masing suami isteri, kecuali

3 bid., 74
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dalam hal perkawinan kedudukan suami dan isteri tidak sejajar. Misalnya
dalam bentuk perkawinan “manggih kaya” di Jawa di mana suami lebih kaya
dan isteri miskin maka harta bersama dikuasai oleh suami sendiri, atau
sebaliknya isteri kaya sedang suami miskin misalnya di Pasundan dalam
bentuk perkawinan “nyalindung Kagelung” maka harta bersama dikuasai oleh
isteri.34 Berdasarkan uraian sebelumnya maka pada umumnya harta bersama
ada kalau ada kehidupan bersama antara suami isteri, dan keduanya
mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat. Sedangkan prinsip garis

keturunan tidak menentukan ada atau tidaknya harta bersama tersebut.*?

D. Ut
1. Pengertian ‘Urf
‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau
ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah mcnjadi tradisi untuk
melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘Urfini
sering disebut scbagai adat.®
2. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Shara’
Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘Urf yang dapat

dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘Urf yang tidak

2 1bid., 75
33 Rahmat Syafe’l, /mu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 128



37

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun kehujjahan ‘Urf

sebagai dalil didasarkan atas Firman Allah dalam surat Al-A’raf (7): 199

b o2 s sy s sl

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin
untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai
oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan

yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan

‘Urt antara lain sebagai berikut :3*

L2 55l
Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.
S S et Call o)

Yang berlaku berdasarkan ‘Urf, (seperti) berlaku berdasarkan
dalil syara.

o2l ST Al o)
Yang berlaku berdasarkan urf seperti berlaku berdasarkan nash.

3. Macam-macam ‘Urf
a. Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut

ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

34 Abd.Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 212-213
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1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (a/-’Urf al-latzi), Kebisaan

yang menyangkut ungknpan ialah kebiasaan masyarakat yang
menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam
mengungkapkan sesuatu.
Contohnya adalah kata “/ahm” yang artinya daging. Pengertian
daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing,
dan lain sebagainya). Namun, dalam adat kebiasaan sehari — hari
kata daging tidak berlaku untuk ikan.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-’Urf al-amali) Kebiasaan
yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan
masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.
Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu
seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir
tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.*

b. Dari segi cakupannya ‘Urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang
bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) ‘Urf 'Am, ialah ‘Urf'yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan
keadaan. Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang yang
memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih pada
orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) ‘UrfKhas,ialah ‘Urfyang hanya berlaku pada satu tempat, dan satu

keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi-halal yang biasa

35 Amir Syarifuddin, Ushul Figih, jilid 2 (Jakarta: Kencana. 2008), 394
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dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap
selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada
negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘Urf, terbagi atas:

1) ‘Urf Sahih, ialah ‘Urf'yang baik dan dapat diterima karena tidak
bertentangan dengan shara'. Seperti mengadakan pertunangan
sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik, telah
menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan
dengan shara’.

2) ‘Urf Fasid, ialah ‘Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima,
karena bertentangan dengan shara'. Seperti kebiasaan mengadakan
sesajen untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat.
Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan tauhid yang
diajarkan agama Islam. Contohnya budaya peringatan hari
valentine.3®

4. Dasar Hukum ‘Urf
Para ulama sepakat bahwa ‘Urf" Sahih dapat dijadikan dasar hujjah
selama tidak bertentangan dengan shara’. Ulama Malikiyah terkenal
dengan pernyataan mereka bahwa ’amal ahli Madinah dapat dijadikan
hujjah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat

dijadikan dasar hujjah. Imam al-Shafi'i terkenal dengan gaul qadim dan

36 Achmad Yasin, limu Ushul Figh (Dasar — dasar Istinbat Hukum Islam), (Surabaya: IAIN Sunan
Ampel Press, 2015), 118
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qaul jadid-nya. Sebab ada suatu kejadian karena perbedaan ‘Urfdan adat,

tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih

berada di Makkah (gau/ gadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (gau/

Jjadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan

‘Urf. Dalam hal ‘Urf fasid mereka tidak menjadikan sebagai dasar

hujjah.?’

Para ulama ushul figh menyatakan bahwa suatu ‘Urf baru dapat
dikatakan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara’apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash

b. ‘Urfituberlaku secara umum, artinya ‘Urfitu berlaku dalam mayoritas
kasus yang terjadi ditengah — tengah masyarakat dan keberlakuannya
dianut oleh mayoritas tersebut.

c. ‘Urfitu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya itu muncul. Artinya, ‘Urf yang akan dijadikan sandaran
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
hukumnya.

d. ‘Urf'itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan
kemaslahatan.

e. ‘Urfitu bukan merupakan bentuk ibadah mahdhoh.®

3 Ibid., 119
38 Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf” sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, A/-Manhaj,
Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 163



BABIII

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR:

0655/Pdt.G/2015/PA.Yk TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Identitas Para Pihak dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk
Perkara ini diajukan oleh Penggugat sebagai istri, umur 29 Tahun,
bertempat tinggal di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan
diwakili oleh kuasa hukumnya yakni R. Sukotjo Budi dan Eko Widi melawan
Tergugat sebagai suami, umur 37 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan diwakili oleh Nurkholis, SH

selaku kuasa hukum.!

B. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian dari Putusan nomor
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta
tentang pembagian harta bersama. Dibawah ini akan dijelaskan terkait dengan
Duduk Perkara dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/PA.Yk.

Pada tanggal 29 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat melakukan
perkawinan dihadapan PPN KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Malang.
Kemudian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Mugkid tertanggal 15

Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai dan

!'Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, 1

41



42

kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 akta cerai diterbitkan oleh
kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid.

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba’da dukhul atau tidak
dikarunianin anak selama masa perkawinan berjalan. Dan selama masa
perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebuah sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Umbulharjo Kota
Yogyakarta yang dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 69.960.000

2. Sebuah rumah permanen yang terdiri dari 2 lantai yang dibangun pada
tahun 2010 dengan biaya bangun 150.000.000

3. Usaha Handphone beserta asesoris dengan modal sebesar Rp. 10.000.000
dan keuntungan sebanyak Rp. 504.000.000 terhitung 8 tahun sejak tahun

2007-2015.

Atas harta bersama yang diperoleh tersebut penggugat mengajukan
gugatan kepada pengadilan agama yogyakarta untuk membagi harta bersama

tersebut dengan bagian 2 masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.

Setelah proses perceraian hingga diajukannya gugatan ini belum
diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat serta harta bersama

berupa tanah dan rumah berada dalam penguasaan Tergugat.

Atas hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat mengajukan

beberapa petitum diantaranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya
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2. Menyatakan hukumnya bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat telah diperoleh harta bersama tanah dan rumah dengan batas-

batas :

Sebelah Utara : Tanah Sebelah Utara
Sebelah Timur : Tanah Sebelah Timur
Sebelah Selatan : Tanah Sebelah Selatan
Sebelah Barat : Tanah Sebelah Barat

3. Menyatakan hukumnya bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat
mendapatkan bagian masing-masing '% dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai harta
bersama untuk menyerahkan '% bagian kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Pengadilan Agama
Yogyakarta terhadap harta bersama.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwagsom) sebesar Rp.
500.000 perhari keterlambatan memenuhi kePutusan Pengadilan Agama.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski pun ada
upaya hukum banding, kasasi mau pun upaya hukum lainnya.
8. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
Atas gugatan dari Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dengan
mnejelaskan dalil-dalil sebagai berikut :
Tergugat membantah bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan
SHM dengan harga 136 juta menjadi harta bersama. Uang yang digunakan

untuk membeli rumah bukan dari usaha bersama melainkan pemberian ibu
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Tergugat sebesar rp. 121.000.000, pemberian ibu Penggugat Rp. 5.000.000,
dan sisa pinjaman bank sebesar Rp. 10.000.000. Modal pemberian rumah
tersebut bila dipresentasikan menjadi 90% dari bawaan Tergugat, 7% dari
pinjaman bank, dan 3% bawaan Penggugat. Ada pun untuk 7% dan 3% sudah
dikembalikan kepada Penggugat melalui pengambilan mobil brio baru tahun
2015 warna putih atas nama Penggugat.

Selama perkawinan ada pinjaman bank sebesar Rp. 40.000.000 yang
digunakan untuk pembelian rumah Rp. 10.000.000, rehab rumah
Rp.10.000.000 dan untuk usaha corner computer Rp. 20.000.000. Tergugat
masih mengirim uang kepada Penggugat dengan total Rp. 20.000.000 selama
tahun 2014 pasca perceraian hingga pertengahan 2015. Adapun untuk usaha
counter merupakan harta bawaan dari Tergugat karena dibangun pada tahun
2007 sedangkan pernikahan terjadi pada tahun 2008. Tergugat menyewa rumah
milik pihak ketiga untuk tempat usaha counternya. Keuntungan dari hasil
usaha counter tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain tanah beserta bangunan rumah dan usaha counter tergugat
menyatakan bahwa terdapat beberapa harta bersama berupa : 2 buah almari, 1
buah springbed, sisa-sisa accesoris computer, 3 buah etalase, 1 buah almari es,
1 buah mesin cuci, 1 buah motor tiger 2012, 1 buah TV LCD 32 Inc merk LG,
1 buah TV LCD 32 Inc merk Sharp, 1 buah TV Samsung 32 Inc, 1 buah home
teater Panasonic yang mana dari 1 buah almari es hingga 1 home teater
Panasonic dikuasai oleh Penggugat.

Atas dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar memutuskan untuk :
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1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menolak sita jaminan yang diuraikan oleh Penggugat

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat

bukti berupa:

1. Alat bukti tertulis

a. P1: Akta Cerai

b. P2 : Fotocopi KTP Penggugat

c. P3 : Fotocopi Salinan Putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat,
bermaterai cukup

d. P4 : Fotocopi akta jual beli, bernaterai cukup dan dilampiri Fotocopi
Surat Setoran Pajak/SSP, Fotokopi Surat Tanda Terim Setoran/STTS
online tahun 2010, dan Fotokopi surat setoran bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan/SSB, bermaterai cukup.

e. P5:Fotokopi undangan pernikahan tanggal 7 November 2007

f. P6 : Fotokopi foto nikah siri

2. Saksi
a. Saksi I Pengugat : Tetangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat
membeli tanah dan rumah milik saksi pada tahun 2009 dengan harga
dalam akta jual beli tercantum sejumlah Rp. 69.000.000 akan tetapi
harga saksi memerima pembayaran dengan julah Rp. 125.000.000.

Perbedaan harga antara akta jual beli dan riil dikarenakan untuk
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meringankan biaya balik nama. Saat proses jual beli, yang memberikan
uang adalah ibu Tergugat dan saksi lupa apakah Penggugat hadir atau
tidak. Pasa waktu pemuatan akta jual beli di PPAT Camat adalah saksi,
Tergugat dan Penggugat. Rumah yang telah dibeli tersebut selanjutnya
direnovasi.
Saksi II Penggugat : Pernah menjadi Tetangga

Saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan
Tergugat memang suami istri akan tetapi sudah bercerai. Mereka
menikah pada tahun 2008 dan bercerai tahun 2014. Penggugat
menggugat harta bersama berupa tanah dan rumah yang berlokasi di
Umbulharjo, tetapi tidak tahu nomor rumah tersebut. Setelah menikah,
Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut dengan
harga Rp. 225.000.000. Tidak tau apakah rumah tersebut direnovasi,
hanya tau jika pintu rolling door diganti dengan folding gate.
Penggugat mem punyai usaha counter yang mana omzet usahanya
sebesar Rp. 10.000.000 tiap bulannya. Saksi mendengar dari Budhe
pengugat bahwa modal awal usaha counter hp sebesar Rp. 50.000.000.
Saksi mengetahui jika di tempat counter hp ada mobil warna merah dan
sepeda motor.
Saksi III Pengugat : pengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat

Saksi ketiga menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat sejak akhir tahun 2008 karena bekerja sebagai pengasuh anak

dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi pada tahun 2015 keluar dari
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rumah. Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
Penggugat menggugat harta gono-gini berupa tanah beserta rumah 2
lantai yang terletak di Umbulharjo dan 2 usaha counter hp akan tetapi
yang 1 sudah tutup. Rumah tersebut dibeli pada tahun 2009 akan tetapi
saksi tidak tahu harga tanah dan rumah tersebut hanya memperkirakan
sekitar Rp. 100.000.000. Uang pembelian rumah tersebit berasal dari
hasil usaha counter Penggugat dan Tergugat dan juga bantuan dari
orangtua Penggugat dan Tergugat serta pinjaman bank. Rumah
tersebut sudah direnovasi. Pengugat dan Tergugat mengelola usaha
counter bersama-sama. Ditempat counter HP terdapat 2 mobil masing-
masing milik Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut merupakan
hadiah dari bonus penjualan pulsa yang diperoleh dengan cara ditebus.

Begitu juga dengan tergugat yang mengajukan alat bukti untuk

menguatkan jawabannya atas dalil-dalil gugatan penggugat. Adapun alat bukti

tersebut berupa:

1. Alat bukti tertulis

a. Surat persiapan jual beli tanah yang dibuat tanggal 14-05-2010,
bermaterai cukup.
b. Catatan jual beli tanah 1100 m2, bermaterai cukup.
2. Saksi
a. SaksiI Tergugat : Tergugat menyewa rumah saksi

Saksi 1 Tergugat memberikan keterangan bahwa pada tahun

2007 Tergugat mulai menyewa rumah saksi untuk tempt tinggal yang
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kemudian digunakan untuk usaha penjualan pulsa. Tergugat menyewa
rumah tersebut selama 3 tahun dengan harga sewa sebesar Rp.
3.000.000 pertahun. Saat itu, Tergugat membayar biaya sewa hanya
sebesar Rp. 2.000.000. Tidak ada perjanjian tertulis dalam proses sewa
menyewa rumah tersebut, waktu sewa berakhir pada tahun 2017 akan
tetapi pada tahun 2016 sudah diperpanjang hingga tahun 2020. Untuk
usaha counter hp sudah ada sebelum pengugat dan Tergugat menikah.
Kemudian setekah menikah, Penggugat dan Tergugat membeli rumah
dan ditinggali bersama. Akan tetapi, saksi tidak tahu siapa yang
membayar pembelian rumah tersebut.
Saksi II Tergugat : Tergugat tinggal di Kam pung Tahunan

Saksi mengetahui jika terdapat tanah dan rumah di Warungboto.
Setelah membeli rumah milik pak Kasmasi, Tergugat merenovasi
rumah dengan bantuan saksi kedua. Ada pun untuk biayanya sebesar
Rp. 4.400.000 dengan rincian Rp. 1.100.000 untuk ongkos saksi dan
3.300.000 untuk bahan-bahan renovasi.
Saksi III Tergugat : Saksi ahli

Saksi ketiga memberi pernyataan bahwa perubahan hak tersebut
karena jual beli sesuai dengan akta jual beli nomor 1 tahun 2010 tanggal
22 maret 2010 yang dibuat oleh PPAT Camat Umbul Harjo. Dari AJB
diketahui bahwa Harjianto sebagai pembeli dan Kasmadi sebagai

penjual akantetapi tidak terdapat keterangan kapan dilakukan
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pembayaran dan siapa yang melakukan pembayaran. Hingga saat ini
pemegang hak masih sama yakni Harjianto.
Saksi IV Tergugat : Ibu Kandung Tergugat

Saksi keempat memberi keterangan bahwa saksi menjual
perhiasan sejumlah Rp. 25.000.000 untuk uang muka. Pada tanggal 14
mei 2010 saksi menjual tanah sawah kepada pembeli dengan harga Rp.
40.000.000 akan tetapi yang tertulis Rp. 20.000.000 wuntuk
meringankan pajak ketika balik nama. Kemudian pada januari 2010
saksi menjual tanah kepada pembeli seharga Rp. 56.000.000 akan tetapi
yang tertulis Rp. 25.000.000. uvang hasil penjualan tersebut diberikan
kepada Tergugat untuk membeli tanah dan rumah di Yogyakarta.
Tanah dan rumah di Yogyakarta tersebut dibeli dengan harga Rp.
135.000.000.
Saksi V Tergugat : Ibu Kandung pembeli tanah pada bulan mei 2010

Saksi kelima memberi keterangan bahwa ia membeli tanah
seluas 3000 m2 kepada saksi keempat (Ibu Tergugat) pada bulan mei
2010 seharga Rp. 40.000.000 akan tetapi didalam surat dicantumkan
sebesar Rp. 20.000.000. Saksi melakukan seluruh proses pembelian
tersebut karena anaknya masih berada di Brunei. Tanah tersebut dijual
dengan tujuan untuk membeli rumah di Yogyakarta untuk Tergugat.
Saksi VI Tergugat : pembeli tanah pada bulan januari 2010

Saksi keenam memberi keterangan bahwa ia membeli tanah

seluas 7,5 m x 50 m kepada saksi keempat (Ibu Tergugat) pada bulan
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Januari 2010 seharga Rp. 56.000.000 akan tetapi didalam surat
dicantumkan sebesar Rp. 25.000.000. Saat proses jual beli, saksi

memberikan uang secara langsung kepada saksi keempat.?

C. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk
Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan
perkara terkait pembagian harta bersama ialah pasal 97 KHI yang dihubungkan
dengan ratio decidendi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
266/K/AG/2010 tanggal 26 juli 2010. Selanjutnya hakim menolak gugatan
pengugat terkait uang paksa dengan didasarkan pada pasal 606.a Rv dan

yurisprudensi tetap tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/SIP/1972.

D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Dalam memutus perkara Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan berbagai pertimbangan hukum
diantaranya sebagai berikut :*

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan dengan proses
mediasi yang juga tidak berhasil. Akhirnya proses persidangan dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat tetap

mempertahankan gugatannya. Atas gugatan tersebut Tergugat membantah

2 Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, 2-20
? Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, 20-32
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dalil Penggugat dengan mengemukakan jawaban-jawabannya. Selanjutnya
Penggugat membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Tergugat.
Penggugat mengajukan bukti tertulis P1-P6 dan 3 orang saksi. Sedangkan
Tergugat mengajukan bukti tertulis T1 dan T2 serta 6 orang saksi. Atas bukti-
bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat
bahwa yang dapat digunakan sebagai alat bukti ialah seluruh bukti dari
Penggugat dan bukti dari Tergugat kecuali saksi keempat Tergugat yang tidak
bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan saksi tersebut merupakan ibu
kandung Tergugat.

Terkait dengan petitium gugat nomor 2 agar obyek sengketa berupa
tanah yang diatasnya berdiri bangunan dan usaha counter ditetapkan menjadi
harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dalam menetapkan harta bersama terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi
diantaranya : terdapat suatu perkawinan, terdapat harta yang didapatkan ketika
masa perkawinan, harta tersebut didapatkan dari hasil usaha suami dan istri
bukan dari hadiah/hibah/warisan yang didapatkan secara pribadi, dan tidak ada
perjanjian perkawinan mengenai harta.

Dari keempat usur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ;
mengenai unsur (1) terdapat sebuah perkawinan maka berdasarkan bukti P1
dan P3 Penggugat dan Tergugat terbukti menikah pada tanggal 28 juni 2008
dan bercerai pada tanggal 26 februari 2014. Sehingga unsur harta bersama (1)

terpenuhi. Selanjutnya mengenai unsur (2) adanya harta selama perkawinan
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yang didasarkan kepada bukti P4 yang dikaitkan dengan keterangan saksi 1
Penggugat dan saksi III Tergugat terbukti bahwa tanah obyek sengketa
tercatat atas nama Tergugat dan diperoleh pada tanggal 22 maret 2010.
Sehingga unsur harta bersama (2) telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai unsur
(3) harta tersebut didapatkan dari hasil usaha suami dan istri bukan dari
hadiah/hibah/warisan yang didapatkan secara pribadi, maka berdasarkan bukti
P4, serta T1 dan T2 yang dikaitkan dengan keterangan saksi I Penggugat serta
saksi V Tergugat dan saksi VI Tergugat terbukti bahwa pada tahun 2010
orangtua Tergugat menjual dua bidang tanah kepada anak saksi V Tergugat
seharga Rp. 40.000.000 dan kepada saksi VI Tergugat seharga Rp. 56.000.000
dab kemudian uang tersebut diberikan kepada Tergugat untuk digunakan
membeli tanah di Yogyakarta. Sehingga unsur harta bersama (3) telah
terpenuhi. Terakhir, mengenai unsur (4) tidak adanya perjanjian perkawinan
didasarkan bahwa selama persidangan tidak ada bukti-bukti yang
menunjukkan adanya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta
antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga unsur harta bersama (4) telah
terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meski pun terbukti uang pembelian
tanah dan rumah obyek sengketa berasal dari orangtua Tergugat, akan tetapi
dalam tradisi keluarga jawa pemberian dari orangtua kepada anak yang sudah
bersuami atau beristri merupakan pemberian kepada suami istri tersebut secara
bersama-sama sehingga pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat dan

pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat yang digunakan untuk membeli
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rumah yang dijadikan obyek sengketa bukan merupakan harta bawaan masing-
masing Penggugat dan Tergugat yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Ayat (1) KHI melainkan menjadi milik
bersama Penggugat dan Tergugat karena diberikan setelah Penggugat dan
Tergugat menjadi pasangan suami istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah harta bersama
dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembagian
harta bersama tersebut diantaranya :

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama dipandang
adil jika dalam menetapkan pembagian harta bersama tersebut tetap
memperhitungkan juga uang yang berasal dari orangtua Penggugat meski pun
uang yang berasal dari orangtua Tergugat untuk membeli tanah dan rumah
obyek sengketa bukan harta bawaan melainkan menjadi milik bersama
Penggugat dan Tergugat;

Dalam jalannya persidangan, terbukti bahwa uang yang berasal dari
orangtua Tergugat yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah obyek
sengketa sebesar Rp. 96.000.000. Hal tersebut didasarkan kepada keterangan
dari saksi V Tergugat dan saksi VI Tergugat bahwa ibu Tergugat memberikan
uang kepada Tergugat untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa sebesar
Rp. 40.000.000 (dari saksi V) dan Rp. 56.000.000 (dari saksi VI). Sedangkan

berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa
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ayah Penggugat juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk
membantu membeli tanah dan rumah obyek sengketa. Maka, Majelis Hakim
berpendapat bahwa uang yang berasal dari orangtua Penggugat adalah Rp.
10.000.000.

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang pinjaman dari
bank jatim yang digunakan untuk menambah kekerangan pembelian tanah dan
rumah obyek sengketa adalah sebesar Rp. 19.000.000 dengan perhitungan, Rp.
125.000.000 (harga tanah dan rumah obyek sengketa) — Rp. 96.000.000 (uang
dari orangtua Tergugat) — Rp. 10.000.000 (vang dari orangtua Penggugat). Hal
tersebut didasarkan kepada keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh
Penggugat bahwa uang pinjaman dari bank jatim sebesar Rp. 45.000.000 tidak
hanya digunakan untuk menambah kekurangan pembelian tanah dan rumah
obyek sengeka melainkan uang pinjaman tersebut juga digunakan sebagai
tambahan modal usaha corner cell.

Maka berdasarkan perhitungan tersebut dan juga memperhatikan
kepatutan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan serta bagaimana pun juga
Penggugat yang mana sebagai istri dari Tergugat pernah berbakti selama
menjalani bahtera rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa adil jika
pembagian harta bersama berupa tanah dan rumah adalah Penggugat
mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian.

Selanjutnya, mengenai usaha counter corner antara Penggugat dan
Tergugat. Ditemukan beberapa fakta hukum diantaranya :

- Pengugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan bercerai tahun 2014
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- Usaha counter corner ada sejak tahun 2007 dan dilanjutkan saat sudah
menikah

- Tempat usaha counter menyewa ke saksi I Tergugat denga harga Rp.
3.000.000/tahun dan dibayar per tiga tahun Rp. 9.000.000

- Masa sewa berakhir tahun 2017, tapi tahun 2016 diperpanjang sampai 2020

- Omzet penjualan rata-rata Rp. 10.000.000 per bulan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
usaha counter yang menjadi harta bersama adalah harta bersama yang dapat
dibagi antara Penggugat dan Tergugat yaitu, hasil usaha setelah perceraian
pada bulan februari 2014 sampai gugatan ini diajukan bulan desember 2015,
terhitung selama 22 bulan. Karena sebelum perceraian, usaha conter ini
dikelola secara bersama-sama dan hasil usahanya dinikmati bersama karena

Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan bersih dari usaha counter
tersebut jika dirata-rata sebesar 35 % sehingga keuntungan yang menjadi
hartai bersama sebesar Rp. 3.500.000 perbulan. Sehingga jika dihitung selama

22 bulan (dari februari 2014-desember 2015) maka berjumlah Rp. 77.000.000

Berdasarkan hasil keuntngan sebesar Rp. 77.000.000 selama 22 bulan
tersebut maka sesuai dengan pasal 97 KHI, Majelis Hakim menetapkan
masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan '%2 atau sebesar Rp.

38.500.000.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai
petitum gugat nomor 3 Majelis Hakim menyatakan hukumnya bahwa
Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat 2/3 bagian dari harta
bersama berupa tanah dan rumah dan masing-masing ’2 bagian untuk harta
bersama berupa usaha counter. Sehingga petitum nomor 3 ini dikabulkan

sebagian.

Dikarenakan obyek sengketa harta bersama tersebut dikuasai oleh
Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak Penggugat kepada
Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual atau
dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL)
yogyakarta dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai

dengan Putusan ini.

Terhadap petitum nomor 5 terkait permohonan sita jaminan dan petitum
nomor 6 terkait uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim menolaknya. Begitu
juga untuk petitium nomor 7, Majelis Hakim menolaknya dengan
pertimbangan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tidak ditunjukkan
dengan akta otentik sertifikat tanah, hanya akta jual beli tanah dan mengenai

hasil usaha counter hanya berupa pembayaran sejumlah uang.

Terkait dengan biaya perkara yang terdapat dalam petitum nomor 8§,
Majelis Hakim mempertimbangakan bahwa perkara harta bersama ini

termasuk kedalam ruang lingkup perkawinan sehingga sesuai dengan pasal 89
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Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat.

E. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk
Berdasarkan dari gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat, replik,
duplik, kesimpulan dan seluruh alat bukti dari Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim mempertimbangankannya dan akhirnya membuat amar Putusan
sebagai berikut :*
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
a. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: -, berdasarkan Surat
Ukur tanggal 16 Juli 1986 Nomor: - dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah ( NIB ) : NOP PBB tahun 2010 : - beserta bangunan rumah
diatasnya, yang terletak di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta,
dengan batas- batas
Sebelah Utara : TANAH SEBELAH UTARA;
Sebelah Timur : TANAH SEBELAH TIMUR;
Sebelah Selatan : TANAH SEBELAH SELATAN;
Sebelah Barat : JALAN SEBELAH BARAT;
b. Hasil usaha counter “Corner Cell” selama 22 (dua puluh dua) bulan
sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015,

sejumlah Rp.77.000.000,-;

* Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk, 32-33
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. Menetapkan Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat 2/3 bagian
dari harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya.
. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan 2 dari

harta bersama berupa hasil usaha counter sejumlah Rp. 77.000.000

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian harta bersamaberupa

tanah beserrta bangunan rumah diatasnya secara natura atau rill, dan jika
tidak dapat diserahkan secara natura atau rill, diperintahkan untuk dijual
lelang melalui Kantro Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Yogayakrta dan kemudian 1/3 bagian hasilnya diserahkan ke Penggugat
dan 2/3 diserahkan kepada Tergugat.

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan '%2 bagian dari harta bersama
berupa hasil usaha counter (Rp. 38.500.000).

. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

1.826.000.



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERDASARKAN KONTRIBUSI ORANGTUA KETIKA MASA

PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 0655/PDT.G/2015/PA.Yk

A. Kedudukan Pemberian Orang Tua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan
Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk Tentang Pembagian Harta Bersama
Dalam Putusan Nomor: 0655/pdt.G/2015/PA.Yk dijelaskan bahwa harta
bersama berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya berasal dari
kontribusi orangtua Penggugat dan Tergugat ketika masa perkawinan antara
Penggugat atau istri dan Tergugat atau suami. Ada pun kontribusi tersebut
berupa pemberian sejumlah uang yang digunakan untuk membeli tanah beserta
bangunan  rumah  diatasnya  yang  dalam Putusan ~ Nomor:
0655/Pdt.G.2015/PA.Yk dijadikan sebagai obyek sengketa harta bersama.
Pemberian orangtua Tergugat diketahui dari keterangan para saksi yang
diajukan oleh Tergugat atau suami. Ada pun saksi-saksi tersebut adalah saksi
V Tergugat yang dalam keterangannya menyatakan bahwa anak dari saksi V
ini telah membeli tanah seluas 3000 m2 lebih sedikit kepada ibu Tergugat pada
bulan Mei 2010 dengan harga Rp.40.000.000. Ibu Tergugat menjual tanah
tersebut guna membeli rumah untuk Tergugat. Kemudian saksi VI Tergugat
memberi keterangan bahwa ia telah membeli tanah dengan ukuran sekitar lebar
7,5 m x panjang 50 m kepada ibu Tergugat pada bulan Januari 2010 dengan
harga Rp.56.000.000. Saksi VI Tergugat ini juga memberi keterangan bahwa

ibu Tergugat menjual tanah tersebut guna membeli rumah untuk Tergugat.

59
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Selanjutnya hasil penjualan 2 tanah tersebut oleh ibu Tergugat diberikan
kepada Tergugat untuk membeli sebuah tanah beserta rumah. Sedangkan
untuk pemberian orangtua Penggugat diketahui dari pernyataan Tergugat atau
suami yang tidak dibantah oleh Penggugat atau istri bahwa orangtua
Penggugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.

Kemudian, pemberian dari orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut
digunakan oleh Penggugat atau istri dan Tergugat atau suami untuk membeli
rumah milik saksi I Penggugat dengan harga Rp. 69.000.000 yang tertulis
dalam Fotokopi Akta Jual Beli Nomor — tanggal 22 Maret 2010 yang aslinya
dikeluarkan oleh PPAT Camat Umbulharjo. Akan tetapi berdasarkan
pernyataan saksi I Penggugat, Tergugat membayar tanah beserta bangunan
diatasnya secara rill seharga Rp. 125.000.000.

Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk tidak dijelaskan berapa
uang yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat saat melakukan transkasi
jual beli. Begitu juga dalam Akta Jual beli tidak ada keterangan kapan
dilakukan pembayraan dan siapa yang melakukan pembayaran. Hal tersebut
berdasarkan keterangan saksi ahli dari Tergugat. Ketika Akta Jual Beli
disahkan pada tanggal 22 Maret 2010 maka otomatis transkasi jual beli terjadi
sebelum tanggal 22 Maret 2010. Akan tetapi, sebelum bulan maret 2010 ibu
Tergugat baru menjual 1 rumah saja yang dibeli oleh saksi VI Tergugat pada
bulan januari dengan harga Rp. 56.000.000. Sehingga penulis berpendapat
bahwa mungkin saja pada saat proses pembayaran rumah, Penggugat dan

Tergugat hanya membayar sesuai dengan harga yang tertulis dalam fotokopi



61

akta jual beli yaitu Rp. 69.000.000 dengan rincian Rp. 10.000.000 (uang dari
orangtua Penggugat) + Rp. 19.000.000 (uang pinjaman bank jatim) + ditambah
dengan uang pemberian orangtua Penggugat sebanyak Rp. 56.000.000 yang
diambil Rp. 40.000.000 untuk melengkapi pembayaran. Dikarenakan
berdasarkan pernyataan saksi [ Penggugat yakni penjual rumah yang dibeli oleh
Penggugat dan Tergugat bahwa harga rumah tersebut secara rill adalah Rp.
125.000.000 dan pada saat transaksi Penggugat dan Tergugat hanya
menyerahkan Rp. 69.000.000. Maka, Penggugat dan Tergugat masih harus
membayar Rp. 56.000.000 untuk melunasi rumah tersebut. Penggugat dan
Tergugat melunasi rumah tersebut dari pemberian orangtua Tergugat atas
penjualan rumah milik ibu Tergugat yang dijual kepada anak dari saksi V
Tergugat pada bulan mei 2010 dengan harga Rp. 40.000.000 dan juga dari sisa
pemberian ibu Tergugat atas penjualan rumahnya pada bulan januari sebanyak
Rp. 16.000.000. Sehingga pelunasan tersebut sudah sesuai dengan kekurangan
pembayaran tanah beserta rumah diatasnya tersebut senilai Rp. 56.000.000.
Mengenai kedudukan pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat,
penulis berpendapat bahwa pada dasarnya jika dikaitkan dengan teori harta
bersama maka pemberian dari orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut
memang tergolong kedalam harta bersama. Hal tersebut penulis sandarkan
dengan alasan bahwa saat uang orangtua Penggugat dan Tergugat diberikan
masih dalam masa perkawinan sehingga pemberian tersebut menjadi harta

bersama yang kepemilikannya masih antara Penggugat dan Tergugat.
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Pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih dalam
masa perkawinan tidak dapat digolongkan sebagai harta hibah sebab tidak
terdapat akad hibah yang menunjukkan bahwa pemberian tersebut adalah
hibah. Pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA. Yk menurut penulis bukan merupakan jenis harta warisan
karena uang tersebut diberikan dalam keadaan orangtua Penggugat dan
Tergugat hidup. Sehingga, dapat dikategorikan bahwa kedudukan harta yang
diberikan oleh orangtua Penggugat dna Tergugat dalam Putusan Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk merupakan harta bersama dan bukan hibah atau

warisan.

. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama
Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan
Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

Perceraian merupakan persitiwa hukum yang menimbulkan serangkaian
akibat-akibat hukum, salah satunya pembagian harta kekayaan yang
didapatkan selama perkawinan. Pembagian harta kekayaan manjadi sebuah
bagian krusial pasca perceraian. Sengketa harta bersama yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta
dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam. Dan Pengadilan Agama
Yogyakarta memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama
antara Penggugat dan Tergugat karena harta bersama termasuk salah satu

kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat (1)
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006.

Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa ketika
terdapat sebuah sengketa harta bersama maka diserahkan kepada Pengadilan
Agama yang berwenang. Dalam arti penentuan dari perkara yang dihadapi
berada di tangan Majelis Hakim yang memutus perkara harta bersama
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara pada saat
persidangan.

Begitu juga dengan Penggugat yang menyerahkan perkaranya kepada
pengadilan agam Yogyakarta. Selama proses persidangan ditemukan fakta
hukum bahwa ketika masa perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli tanah
beserta bangunan rumah diatasnya yang selanjutnya dijadikan sebagai obyek
sengketa harta bersama. Ada pun uang untuk pembelian tanah tersebut berasal
dari pemberian orangtua dari Penggugat dan Tergugat serta pinjaman bank
dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 125.000.000 (harga tanah dan rumah)
= Rp. 96.000.000 (uang dari orangtua Tergugat) + Rp. 10.000.000 (vang dari
orangtua Penggugat) + Rp. 19.000.000 (pinjaman dari bank jatim). Untuk vang
pemberian dari orangtua Tergugat sebesar Rp. 96.000.000 berasal dari ibu
Tergugat yang menjual 2 tanahnya dengan harga Rp. 40.000.000 (saksi V
Tergugat) pada bulan mei 2010 dan Rp. 56.000.000 (saksi VI Tergugat) pada
bulan januari 2010. Sedangkan untuk uang dari pemberian orangtua Tergugat
hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Tergugat yang tidak dibantah oleh

Penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut terbukti bahwa sebagian besar
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uang pembelian tanah beserta bangunan rumah diatasnya berasal dari
pemberian orangtua.

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta pemberian dari orangtua
masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah harta bawaan
masing-masing Tergugat dan Penggugat yang dimaksud dalam pasal 53 ayat
(2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Ayat (1) KHI karena meski pun
terbukti uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut berasal
dari orangtua Tergugat, akan tetapi dalam tradisi keluarga jawa pemberian dari
orangtua kepada anak yang sudah bersuami atau beristri merupakan pemberian
kepada kedua-duanya bukan kepada masing-masing suami atau istri. Sehingga
harta tersebut menjadi milik bersama antara Tergugat dan Penggugat karena
diberikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah menjadi pasangan suami
istri.

Mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adil jika pembagian harta bersama
berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut Penggugat
mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian. Majelis
Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan perkara Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA.Yk dengan tidak membagi harta bersama berupa tanah
beserta bangunan rumah diatasnya secara rata dikarenakan Majelis Hakim
memperhitungkan seberapa besar uang yang berasal dari orangtua Penggugat
dan juga memperhatikan kepatutan dan pergaulan sosial kemasyarakatan dan

didasarkan pada pasal 97 kompilasi hukum Islam yang dihubungkan dengan
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ratio decidendi yurisprudensi mahkamah agung nomor 266/K/AG/2010. Dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 Hakim memutuskan
pembagian harta bersama antara suami istri yakni %4 untuk suami dan % untuk
istri dikarenakan si suami tidak pernah memberi nafkah terahadap istri dan
anak-anaknya.'

Terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim,
penulis berpendapat bahwa pembagian harta bersama berupa tanah beserta
bangunan rumah diatasnya sebanyak 2/3 untuk Tergugat dan 1/3 untuk
Penggugat sudah tepat. Karena bagaiamana pun juga orangtua Tergugat
memberikan lebih banyak uang untuk membeli tanah beserta bangunan rumah
diatasnya yang dijadikan obyek sengketa harta bersama yakni sebesar Rp.
96.000.000 sedangkan orangtua Tergugat hanya memberikan Rp. 10.000.000,
jika dibuat perbandingan menjadi 9:1. Melihat perbandingan yang cukup jauh
tersebut menurut penulis sudah sangat adil jika Majelis Hakim
mempertimbangankan pembagian harta bersama berupa tanah beserta
bangunan rumah diatasnya berdasarkan kontribusi orangtua Penggugat dan
Tergugat dan memutuskan membagi harta bersama tersebut dengan bagian
yang lebih banyak kepada Tergugat.

Selain itu, jika dibandingkan 1/3 bagian Penggugat lebih besar
ketimbang pemberian orangtua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 yang
digunakan untuk membantu Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah.

Semisal harga harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya

! Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010
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ini dijual/dilelang sesuai dengan harga saat pembelian yakni Rp. 125.000.000
maka, jika dibagi Penggugat akan mendapatkan 1/3 bagian dari Rp.
125.000.000 dan Tergugat 2/3 bagian dari Rp. 125.000.000. Ada pun 1/3 dari
Rp. 125.000.000 adalah Rp. 41.666.667 dan 2/3 dari Rp. 125.000.000 adalah
Rp. 83.333.333. Selanjutnya jika pembagian tersebut dibuat menjadi
perbandingan maka akan menjadi 8:4 yang mana jika dibandingkan dengan
perbandingan pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat maka Penggugat
justru mendapatkan lebih banyak dari pemberian orangtuanya sebesar Rp.
10.000.000. Sehingga 1/3 bagian untuk Penggugat tersebut penulis rasa sudah
sangat cukup dan adil bagi Penggugat karena Penggugat juga pernah menjadi
seorang istri bagi Tergugat dan telah menjalani bahtera rumah tangga selama
5 Tahun 7 Bulan 27 Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan perkawinan 29

Juni 2008 sampai dikeluarkannya akta cerai tertanggal 26 Februari 2014.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Berama Berdasarkan
Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan dalam Putusan Nomor:
0655/Pdt.G/2015/PA. Yk

Didalam hukum Islam banyak metode yang bisa digunakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah baru khususnya yang berkaitan dengan harta
bersama. Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, hakim menetapkan
bahwa pemberian orangtua pengugat dan tergugat yang diberikan saat masa
perkawinan antara penggugat dan tergugat masih berlangsung adalah sebagai

harta bersama. Hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan adat tradisi yang
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berlaku di masyarakat jawa yang mana ketika orangtua memberikan sejumlah
hartanya kepada anaknya yang sudah berkeluarga atau berumah tangga maka
pemberian tersebut menjadi milik suami dan istri atau anak dan menantunya
bukan menjadi milik pribadi suami ataupun istri. Berdasarkan pertimbanga
haim tersebut yang memperhatikan adat yang berlaku dimasyarakat maka
penulis menggunakan ‘Urf sebagai pisau analisis.

Jika dikaji dengan menggunakan teori ‘Urf maka pertimbangan hakim
dalam menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan
tradisi yang berlaku dimasyarakat sudah sesuai dengan konsep ‘Urf . ‘Urf
mengandung pengertian bahwa setiap keadaan, ucapan, perbuatan atau
ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk
dilaksanakan atau ditinggalkan atau yang bisa disebut dengan adat. Dalam
masyarakat jawa, adanya harta bersama ditandai dengan terjadinya sebuah
perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sama dalam
masyarakat. Dikarenakan sususan keluarga pada masyarakat jawa adalah
parental dan kedudukan antara suami dan istri sejajar maka terkait dengan
harta bersama dapat dikuasai secara bersama untuk kepentingan bersama.
Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hakim memang sudah tepat
dikarenakan dalam tradisi jawa sudah dikenal harta bersama yang muncul
ketika perkawinan terjadi. Pemberian tersebut diberikan saat penggugat dan
tergugat dalam masa perkawinan sehingga memang tepat jika dikategorikan

sebagai harta bersama. Ketentuan terkait penetapan harta bersama ketika telah
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terjadi perkawinan sudah menjadi tradisi yang diterapkan oleh masyarakat
jawa. Sehingga, tradisi tersebut dapat dipersamakan dengan ‘Urf.

Dalam menentukan suatu tradisi dapat dikatakan sebagai ‘Urf, maka
terdapat 5 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama yakni sesuatu
yang dianggap ‘Urf tersebut tidak boleh bertentangan denga Nash. Dalam
putusan yang penulis kaji majelis hakim menetapkan pemberian orangtua
sebagai harta bersama dengan melihat tradisi yang berlaku di masyarakat.
Tradisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi perkawinan maka
otomatis harta yang diperoleh merupakan harta bersama termasuk pemberian
dari orangtua. Dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat terkait
keberadaan harta bersama. Salah satu pendpat tersebut ialah pendapat dari T.
Jafizham yang pada intinya menyatakan bahwa ketika perkawinan terjadi
maka secara otomatis semua hal bersatu termasuk harta. Hal tersebut

didasarkan pada Surat An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi

L
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Wabhai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakkan
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut
cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Alla menjadikan kebaikan yang banyak padanya.?

o\

2 Departemen Agama R1, Al-Quran Dan Terjemah..., 80.
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Atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi dalam
masyarakat jawa tersebut dapat dianggap sebagai ‘Urf karena tidak
bertentangan dengan Nash.

Kemudian syarat yang kedua yakni suatu tradisi tersebut harus berlaku
secara umum ditengah-tengah masyarakatdan dianut oleh masyarakat tersebut.
Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang menetapakn pemberian
orangtua sebagai harta bersama berdasarkan tradisi masyarakat jawa maka
pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat yang pertama. Hal
tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diikuti oleh masyarakat jawa bahwa
harta bersama muncul ketika terjadi perkawinan. Jadi apapun bentuk harta
yang didapatkan selama pekawinan selain hibah dan warisan tergolong
kedalam harta bersama. Oleh karena itu pemberian dari orangtua tergugat dan
penggugat dikategorikan sebagai harta bersama. Ketentuan tersebut berlaku
secara umum bagi masyarakat jawa yang cakupannya sangat luas. Sehingga
ketentuan terkait pemberian orangtua dalam masa perkawinan sebagai adat
yang berlaku dalam masyarakat jawa telah memenuhi syarat pertama ‘Urf.

Selanjutnya, syarat yang ketiga yakni ‘Urf yang akan dijadikan
sandaran hukum sudah lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
dasar hukumnya. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam
menetapkan pemberian orangtua maka dapat dilihat pada dasarnya dalam
kehdiupan masyarakat persoalan terkait harta bersama ini sudah diatur dan
bahkan sudah menjadi tradisi yang berlaku dimasyarakat. Salah satunya dalam

adat tradisi jawa yang menetapkan bahwa harta bersama ada ketika seorang
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laki-laki dan perempuan telah melangsungkan perkawinan. Jadi, ketika
perkawinan terjadi secara otomatis harta kekayaan yang didapatkan menjadi
harta bersama. Oleh karena itu, pemberian orangtua penggugat dan tergugat
yang diberikan saat penggugat dan tergugat telah menikah ditetapakns sebagai
harta bersama. Dan persoalan terkait pembagain harta bersama dalam putusan
yang penulis kaji ini baru muncul pada tahun 2015. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tradisi terkait aturan harta bersama sudah ada sebelum
putusan ini muncul dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar hakim
dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim
sudah sesuai dengan syarat ‘Urfyang kedua.

Syarat yang keempat dari ditetapkannya ‘Urf ialah ‘Urf itu tidak
menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Dalam
hal ini pertimbangan hakim yang berdasarkan tradisi masyarakat jawa
memenuhi syarat keempat dikarenakan pemberian tersebut memang dilakukan
saat masa perkawinan yang sudah semestinya digolongkan sebagai harta
bersama dan berdasarkan adat jawa yang menganggap bahwa harta bersama
muncul saat perkawinan tidak akan menimbulkan kemafsadatan. Karena pada
akhirnya nanti ketika terjadi perceraian harta bersama tersebut juga akan
dibagi dengan pembagian yang sama atau sesuai dengan peran masing-masing
suami istri dan berdasarkan kemaslahatan yang ada.

Pertimbangan hakim tersebut dalam menetapkan pemberian orangtua
sebagai harta bersama berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat jawa

sudah sesuai dengan syarat ‘Urf yang terakhir yakni ‘Urf tersebut bukan
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berupa ibadah mahdhoh. Tradisi masyarakat jawa terkait dengan penetapan
harta bersama ketika terjadi perkawinan memang bukan merupakan ibadah
mahdhah. Karena ibadah mahdhoh ialah ibadah yang berkaitan dengan rukun
dan syarat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya sedangkan persoalan harta
bersama merupakan persoalan yang berhubungan dengan keperdataan.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim
dalam menetapkan pemberian harta bersama berdasarkan adat tradisi yang
berlaku pada masyrakat jawa memenuhi syarat-syarat dari ditetapkannya ‘Urf.
Sehingga, tradisi tersebut dapat digolongkan sebagai ‘Urf Selain itu juga
pertimbangan hakim tersebut juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang

berkaitan dengan ‘Urf yaitu:

L2 salal

Adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum?

Jadi pertimbangan yang digunakan Hakim sudah sesuai karena suatu
kebiasaan pada dasarnya bisa digunakan sebagai landasan hukum dalam
menyelesaikan sebuah perkara.

Kemudian jika dikaitkan dengan jenis-jenis ‘Urf, maka tradisi tersebut
dapat digolongkan sebagai ‘Urf’ Sahih karena tradisi tersebut tidak
bertentangan dengan shara’. Yang mana dalam hal ini terdapat pendpaat ulama
yang menyatakan bahwaharta bersama muncul secara otomatis ketika terjadi

perkawinan dan hal tersebut disandarkan dengan Surat An-Nisa’ ayat 19.

® Yahya Khusnan Manshur, Ulasan Nadhom Qawaid Fighiyyah (Jombang: Pustaka Muhibbin,
2011), 91
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Tradisi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai ‘Urf Khas. Hal tersebut
dikarenakan tradisi terkait harta bersama ini hanya berlaku pada masyarakat
jawa saja dan hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan harta bersama
seperti pembagian harat bersama ketika terjadi perceraian. Dan yang terakhir,
tradisi tersebut dapat digolongkan sebagai ’Urf al-amali dikarenakan
ketentuan terkait harat bersama dalam tradisi jawa ini merupakan suatu
perbutan yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.

Dikarenakan pertimbangan hakim yang menetapakan pemberian
orangtua sebagai harta bersama yang didasarkan kepada adat tradisi yg berlaku
dijawa sesuai dengan konsep ‘Urf maka secara tidak langsung pembagian harta
bersama tersebut juga sesuai dengan syariat islam. Kesesuaian tersebut dapat
dilihat dari putusan tersebut yng mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak
meskipun dengan pembagian yang tidak sama (1/3 untuk Penggugat dan 2/3
untuk Tergugat). Karena pada dasarya hukum ada untuk memberikan
kemaslahatan bagi manusia dan dalam pembagian harta bersama pada putusan
yang penulis kaji ini kemaslahatan tersebut berupa pertimbangan hakim yang
tetap memperhitungkan seberapa besar pemberian orangtua Penggugat yang
mana jika hal tersebut tidak dipertimbangkan dan hakim memutuskan
pembagian yang sama rata maka Tergugat akan merasa tidak adil karena

bagaimanapun juga orangtuanyalah yang memberikan kontribusi lebih banyak.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kedudukan pemberian orangtua dalam Putusan adalah menjadi harta
bersama dikarenakan pemberian uang tersebut dilakukan ketika masa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan
pemberian orangtua tersebut bukan merupakan hibah atau warisan
sehingga kedudukannya bukan menjadi milik masing-masing suami istri
melainkan menjadi milik bersama suami dan istri.

Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk hakim
mempertimbangkan bahwa pemberian dari orangtua Penggugat dan
Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama karena hakim memandang
berdasarkan adat tradisi keluarga jawa. Untuk pembagian harta bersama,
Hakim mempertimbangkan dengan tidak membagi sama rata harta
bersama berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan tetap
memperhitungkan seberapa besar pemberian orangtua penggugat yang
mana hanya memberikan Rp.10.000.000 sedangkan orangtua tergugat

sebanyak Rp. 96.000.000.
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Pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian orangtua sebagai harta
bersama berdasarkan tradisi yang berlaki di masyarakat jawa dapat
dikatakan sebagai ‘Urf  karena telah memenuhi syarat-syarat
ditetapkannya ‘Urf. Dan jika dikategorikan kedalam jenis-jenis ‘Urfmaka
tradisi terebut tergolong ‘Urf Sahih, ‘Urf Khas dan ’Urf al-amali.
Dikarenakan tradisi tersebut dapat disebut sebagai ‘Urf maka
pembagiannya pun juga sesuai dengan syariat islam dan tetap

mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

1.

Bagi pasangan suami istri, hendaknya ketika melakukan perkawinan juga
membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan
sebagai langkah antisipas agar ketika terjadi perceraian permasalahan harta
bersama bisa diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang
telah dibuat.

Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
tambahan referensi dan diharapkan bisa membahas permasalahan harta

bersama dengan permasalahan-permasalahan yang lebih menarik.
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